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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari rumusan masalah yang telah 

dibahas oleh peneliti di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1.  Hasil analisis proses seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 

(JPT) Pratama di lingkungan Setjen DPR RI dengan studi kasus seleksi 

terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro 

Persidangan I Setjen DPR RI yang penulis kemukakan di atas berdasarkan 

analisis data dan informasi yang penulis uraikan menunjukkan bahwa 

proses pelaksanaan setiap tahapan seleksi terbuka pengisian Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Persidangan I Setjen DPR RI mulai 

dari tahapan perencanaan seleksi, pelaksanaan seleksi, dan monitoring dan 

evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yang secara 

singkat dapat disimpulkan sebagai berikut:  

A. Perencanaan  

1) Analisis kebutuhan yang dilakukan oleh Bagian Kepegawaian Setjen 

DPR RI sudah cukup baik, yang mempunyai data-data sesuai dengan 

standar kompetensi seluruh jabatan. Data tersebut dianalisa terlebih 

dahulu jabatan apa saja yang akan kosong dan yang telah kosong dan 

direkomendasikan kepada pejabat Pembina Kepegawaian kemudian 

dilakukan seleksi terbuka. 
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2) Pembentukan Panitia Seleksi JPT di lingkungan Setjen DPR RI, 

sebelumnya dibentuk oleh Sekretariat Pansel. Pansel dibentuk dan 

dipilih sesuai dengan ketentuan yakni 45 % dari Internal dan 55 % 

dari eksternal. Dengan formasi 5 orang anggota Pansel yang terdiri: 2 

(dua) orang dari lingkungan Setjen DPR RI, 1(satu) orang dari Instansi 

lain dan 2 (dua)orang dari pakar/akademisi/profesional.  

3) Rencana pelaksanaan pengisian seleksi JPT Pratama dan juga 

pembentukan Panitia Seleksi dilaporkan kepada KASN untuk dapat 

direkomendasikan dengan diterbitkannya surat rekomendasi dari 

KASN.  

B. Pelaksanaan seleksi  

1) Pengumuman lowongan jabatan pada seleksi terbuka di 

lingkungan Setjen DPR RI menggunakan media cetak atau surat 

edaran yang dikirimkan kepada instansi pemerintah maupun 

media online/website dimana pengumuman tersebut diupload 

pada website milik DPR yakni www.dpr.go.id dan juga laman 

https://pansel.dpr.go.id. yang disertai dengan persyaratan-

persyaratan yang telah ditentukan dan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

2) Seleksi administrasi diseleksi oleh Sekretariat Pansel dimana 

dilihat kelengkapan berkasnya yang telah disyaratkan dalam 

pengumuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 
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peraturan instansi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian seperti adanya keobjektifan antara kompetensi, 

kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak, 

kesehatan, integritas serta syarat lain yang dibutuhkan oleh 

jabatan yang akan diduduki.  

3) Dalam seleksi kompetensi para peserta seleksi melaksanakan 2 

ujian yaitu uji kompetensi manajerial dan uji kompetensi bidang. 

Pansel bekerjasama dengan lembaga asesmen center yang 

indenpenden dan memiliki keahlian dalam bidang seleksi 

kompetensi.   

4) Pada tahapan wawancara akhir dilakukan oleh anggota Pansel 

sendiri. Beberapa kriteria penilaiannya dalam tes wawancara yaitu 

kepemimpinan, integritas, dan beberapa poin penting yang biasa 

ditanyakan terkait pemikiran/ visi mereka ke depan artinya 

inovasi-inovasi apa yang dikerjakan, inovasi itu harus tergantung 

pada kebutuhan organisasi. 

5) Tahapan hasil seleksi, Pansel mengajukan 3 (tiga) nama dengan 

penilaian terbaik sebagai kandidat calon JPT Pratama dengan 

penilaian dari seluruh tahapan mulai dari syarat-syarat 

administrasi, asesmen atau uji kompetensi, dan wawancara akhir 

yang kemudian diakumulasi dan ditentukan kandidat dengan 
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peringkat yang tertinggi sebagai usulan kepada PPK. Kemudian 

PPK melaporkan hasilnya kepada pimpinan DPR.  

C. Monitoring dan evaluasi 

Monitoring dan evaluasi tahap terakhir setelah kandidat sudah terpilih 

dan ditetapkan (dilantik) dan diberikan orientasi tugas oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang selama 1 bulan. 

KASN sebagai lembaga yang mengawasi/memonitoring jalannya 

proses seleksi JPT menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi JPT di 

lingkungan Setjen sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang diperoleh, penulis 

dapat mengidentifikasikan permasalahan dalam proses seleksi terbuka 

pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Setjen DPR 

RI studi kasus proses seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama Biro Persidangan I adalah sebagai berikut: 

a) Lebih kepada konsen waktu karena setiap anggota pansel memiliki 

kesibukan dan kepentingan yang tinggi sehingga untuk 

menyesuaikan waktu sedikit terkendala dan menyebabkan proses 

seleksi menjadi lebih lama.  

b) Pelaksanaan seleksi JPT Pratama dan JPT Madya dilakukan secara 

bersamaan, apabila salah satu JPT tersebut belum memenuhi 

syarat untuk proses seleksi selanjutnya, menyebabkan proses 

seleksi JPT yang lainnya menjadi terhambat.  
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c) Proses seleksi sampai terisinya jabatan yang kosong cukup lama 

yang mengakibatkan pelaksanaan tugas jabatan yang kosong 

diambil alih tugas kepada Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) dengan 

kewenangan hanya melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari 

menyebabkan perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai 

implentasi kebijakan menjadi terbatas.  

d) Tahapan seleksi yang diberikan umpan balik (feedback) adalah tahapan 

seleksi administrasi. seleksi administrasi pada seleksi pengisian JPT di 

Setjen DPR RI dilaksanakan dengan menilai kesesuaian dan ketepatan 

dokumen yang disampaikan dengan persyaratan yang termuat dalam 

pengumuman seleksi yang telah ditetapkan Pansel. 

B.  Saran   

 Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian di atas, maka saran yang 

dapat penulis sampaikan yang diharapkan dapat menyempurnakan proses 

seleksi JPT Pratama selanjutnya di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah 

sebagai berikut: 

1. Bahwa dari gambaran dan analisis proses seleksi terbuka pengisian Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Setjen DPR RI adalah Proses 

seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Setjen DPR RI 

dengan studi kasus seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

Kepala Biro Persidangan I memang telah dilakukan secara baik, namun 

untuk lebih mengoptimalkan penyampaian informasi ke berbagai lapisan 
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masyarakat luas baik tahapan pengumuman maupun tahapan pelaksanaan 

dan tahapan akhir, panitia seleksi hendaknya mengefektifkan media sosial 

melalui WhatsApp, Instagram, Facebook atau media sosial lainnya berupa 

infografis kepada para pegawai yang akan mengikuti seleksi di lingkungan 

Setjen DPR RI seperti persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk 

pelaksanaan seleksi JPT dan tahapan-tahapan dari proses seleksi. Sehingga 

diharapkan dari seleksi tersebut para peserta mendapatkan gambaran 

terkait proses seleksi terbuka JPT di lingkungan Setjen DPR RI. 

2. Bahwa dari segi pengidentifikasian permasalahan yang dihadapi dalam 

proses seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di 

lingkungan Setjen DPR RI adalah sebagai berikut: 

a) Mereview kembali Standar Operasi Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan 

seleksi pengisian JPT di lingkungan Setjen DPR RI apakah sudah sesuai 

dengan kondisi saat ini? Dan anggota pansel harus menaati prosedur 

tersebut supaya penyelesaian seleksi tepat waktu dan jabatan tidak ada 

yang kosong terlalu lama.  

b) Penyusunan dan penetapan standar kompetensi untuk jabatan yang 

kosong sudah dilakukan dengan baik, maka seharusnya sudah dapat 

diprediksi jabatan mana yang akan kosong dan yang kosong, sehingga 

pelaksanaan seleksi pengisian JPT tidak dilakukan secara bersamaan 

antara JPT Pratama dan JPT Madya.   
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c) Dilakukan penilaian dari setiap tahapan seleksi dengan melakukan 

passing grade sebagai penilaian yang objektif dan dipublikasikan kepada 

masyarakat melalui media online atau media lainnya sehingga diharapkan 

menambah kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah dalam 

mewujudkan tata kelola pemerntahan yang baik.  
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